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“BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 3. TAHUN 2013 :

TENTANG

b - PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA
e DI LINGKUNGAN PEMERlNTAH KABUPATEN BENGKALIS '

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
3 BUPATI BENGKALIS

, .Mer_\imt.)ang‘;i s a. :f_vbahwa berdasalkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden

‘."Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54
' _‘tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah pemerintah

o -‘daerah dlwajlbkan mempunya| Unit Layanan Pengadaan (ULP) i

L BaranglJasa

b - bahwa berdasarkan perhmbangan sebagalmana dlmaksud dalam huruf :

o _'a periu. menetapkan Peraturan Bupati Bengkalls tentang Pembentukan -

‘ .“Unlt Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa d| hngkungan Pemenntah _'{ -
~_Kabupaten Bengkalls L ;* « ,

‘Mengingé’t B 1. _Undang—Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah b

. Otonom . Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi  Sumatera o

: i Tengah (Lembaran Negara Repubhk lndone3|a Tahun 1956 Nomor 25)

- 2 ,Undang—Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruk3| |
o = (Lembaran Negara Republlk lndonesna Tahun 1999 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndone5|a Nomor 3833)

3. Undang- Undang ‘Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan o
- "Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

~(Lembaran - Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 “Nomor 75

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

2 4 , Undang—Undang Nomor 17 ‘Tahun 2003 tentang Keuangan Negara -
" '(Lembaran Negara Republlk Indonesia- Tahun- 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4286);, -

5 ‘Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara f ;
- - (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan £
~'Lembaran Negara Republlk Indonesna Nomor 4355);

6 Undang—Undang Nomor 156 Tahun 2004 - tentang Pemenksaan

Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara' (Lembaran = =

~ Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
- Lembaran Negara Republlk Indonesna Nomor4400) -

7. ‘Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan i

‘Pembangunan Nasional (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun e

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
3 ,,'Nomor4421) e ; :



R ~Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran '
- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

o Republik Indonesia Nomor 4437) sebagalmana telah beberapa kali diubah terakhir -

-dengan Undang-Undang Nomor:12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
* Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
-~ Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara :
: Repubhk lndones;a Nomor 4844)

: Undang-Undang ‘Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan antara-

. Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

. Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesna Nomor
i 4438) S : -

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan:

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2011 Nomor -
82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5234),

»Peraturan Pemenntah Nomor 29 ‘Tahun 2000 tentang Penyelenggéraan Jasa

- Konstruksi (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan

i -~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah
~ dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

~‘Peraturan Pemenntah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
o ‘,Konstruk51 (Lembaran Negara Repubhk Indonesna Tahun 2010 Nomor 95);

12

Peraturan Pemenntah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pemblnaan |

“Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan

;' _atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan . Jasa -

‘v Konstruksn (Lembaran Negara Repubhk Indonesna Tahun 2010 Nomor 95);

3. Peraturan Pemerintah Nomor’ 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan'
- Daerah (Lembaran Negara Republik IndoneSIa Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan '
R Lembaran Negara Repubhk Indonesna Nomor4578) -
14, "Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemblnaan dan' =
i Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
‘Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
: ,.,1__;»Nomor4503) ey o . , ; Lo
15 _Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara 'Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, -

r ~Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah ~ -

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
... atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milk -
- ~_Negara/Daerah (Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, .

' Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4855) L
16. Peraturan - Pemerintah Nomor 38 ‘Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan L

- Pemenntahan antara Pemenntah Pemenntahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

o _Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
- 82, Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneS|a Nomor 4737), -

17

:‘Peraturan PreSIden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan Kedua Perataturan'
A PreS|den Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan BarangIJasa Pemenntah




_ Menetapkan

2

18,

‘Peraturan Menten Dalam Negen “Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan - Ky

" Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang_»

-19.

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknls

LR Pengelolaan Barang Milk Daerah;:
20.

Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman

- Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata
- Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata

“Usaha  Keuangan Daerah dan Penyusunan Per‘mtungan Anggaran Pendapatan |

B ~dan Belanja Daerah;

2.

Peraturan Kepala Lembaga Kebljakan Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah Nomor :
5PRT/KANMI2012 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) -

- Barang/Jasa Pemenntah

2.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 07 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalls (Lembaran .

o Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07)

23,

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok— -

pokok Pengelolaan. Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs'

~ Tahun 2009 Nomor 03)

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN o

- (ULP) BARANGIJASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BABI
 KETENTUANUMUM

| ’P‘a'sal 1

Dalam Peraturan Bupatl ini yang dlmaksud dengan

1

Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkahs

S Pemenntah Daerah adalah Bupati Bengkahs dan Perangkat Daerah sebagal unsur |

penyelenggara Pemenntahan Daerah

- Bupati adalah Bupatl Bengkahs , , :
' Dewan Perwakllan Rakyat Daerah yang selanjutnya dlsmgkat DPRD adalah DPRD

Kabupaten Bengkalis;

: Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Bengkahs |
- Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan

Pemenntahan Daerah

_ Satuan Ker]a Perangkat Daerah yang selanjutnya dxsebut SKPD adalah Satuan Ker]a

Perangkat Daerah di Llngkungan Pemenntah Kabupaten Bengkalls




1.10.;?1Pengguna Anggaran yang selanjutnya dlsebut PA adalah Pejabat Pemegang

- Kewenangan Penggunaaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi |

Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah yang selanjutnya dlsebut dengan Pengadaan
‘Barang/Jasa  adalah - Keglatan ~untuk memperoleh ‘Barang/Jasa - oleh

Kementnan/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya

- dimulai dari perencanaan. kebutuhan sampal dlselesalkannya seluruh keglatan untuk
o memperoleh Barang/Jasa : . e :

Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang

dan/atau Jasa mlhk Negara/Daerah dl Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

" 'SKPD ‘yang " dipimpinnya di Llngkungan Pemenntah Kabupaten Bengkahs yang

i menggunakan dana APBD;

o 11 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya dlsebut KPA adalah pejabat yang

‘ '_fdrtetapkan oleh PA untuk mengunakan dana APBN atau dltetapkan oleh Kepala

-~ Daerah untuk menggunakan APBD
12
o {dlangkat oleh Kepala SKPD selaku PA sebagai pemlhk peker]aan yang bertanggungg .

Pejabat Pembuat Komrtmen yang selanjutnya dlsebut PPK adalah pejabat yang

| . jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

13

Pejabat Pengadaan adalah Personil yang mem|hk| sertlﬁkat keahllan Pengadaan o

3 Barang/Jasa yang! melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa

o

15

;Panma/Pejabat Penenma Hasnl Peker]aan adalah Panrtla/Pejabat yang drtetapkan oleh &
- PA/KPA yang bertugas memenksa dan menerima hasnl peker]aan '

~Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit OrganlsaS|
" Pemerintah Daerah yang bertugas menyelenggarakan seluruh Pelayanan Pengadaan

i Barang/Jasa yang - dir lakukan oleh - - Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan

. mengkoordinasikan semua keglatan penyelenggaraan pengadaan barangfasa pada
e ‘Dlnas/Badan/Kantor/Lembaga/Satuan ker]a atau Unlt Ker]a setlngkat BUMD d| T

-+ Pemerintah Kabupaten Bengkalls S e
: »16.'['Anggota Sekretanat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa adalah sekelompok R

~.anggota yang terdir dari Pegawai Negeri Sipil, yang diangkat oleh Bupati danbertugas

secara khusus membantu Kelompok Keija untuk melaksanakan pemilihan penyedia

; ‘;yf‘barang/asa ‘melalw unlt Iayanan pengadaan di Ilngkungan Pemenntah Kabupaten

7

- -Bengkalis; -

Q’Kelompok Ker]a ULP yang selanjutnya dlsebut Polqa ULP adalah Tm yang terdini atas
" Pejabat’ Fungsional -Pengadaan yang bertindak sebagai panitia Pengadaan yang o

. - bertugas 1 untuk melaksanakan pemlhhan penyedla barang/ asa dldalam ULP; -

‘» 18 ffPenyedla Barang/Jasa adalah Badan ‘Usaha atau orang perseorangan yang’
ek menyeduakan Barang/Peker]aan KonstruksVJasa KonsultansVJasa Lalnnya
' 1‘9.';' e
‘;.f;melakukan ‘kolusi dltandatanganl ‘oleh” Pejabat Pembuat’ Komltmen/pejabat ’

Pakta Integntas adalah surat pemyataan yang ben3| ikrar untuk mencegah dan tldak

| - pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (ULP)/penyedla barangfjasa yang berisi ikrar
~-untuk mencegah dan tidak - melakukan kolusi, korupSI dan nepotlsme (KKN) dalam

| _ j‘v,pelaksanaan pengadaan barang/ asa G




Barang adalah setlap benda balk ben~u1ud maupun tldak berwu1ud bergerak maupun

- tidak bergerak yang dapat dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan

B baku, barang setengah jadi, barang Jadllperalatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh )

Pejabat Pembuat Komitmen - sesual -penugasan Kuasa Pengguna Anggaran di

- 'hngkungan Pemerintah Kabupaten Bengkahs -

2.

Pekerjaan Konstruk31 adalah seluruh peker]aan yang bemubungan dengan : )
. pelaksanaan konstruk3| bangunan atau pembuatan wuijud fisik Ialnnya

 Jasa Konsuttansi adalah j Jasa Iayanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu - '_

o 'dl berbagai bidang kellmuan yang mengutamakan adanya olah plkll' (bralnware)

23, Jasa lainnya adalah jasa yang - membutuhkan - kemampuan tertentu yang

mengutamakan keterampilan (skiware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah -

~dikenal luas di dunia usaha“ untuk menyelesalkan suatu pekerjaan atau segala

- pekerjaan dan/atau penyedia Jasa selain Jasa Konsuttansn pelaksanaan Pekerjaan - :

)

Konstruksi dan pengadaan Barang
Sertifikat - keahlian pengadaan barang/ asa adalah tanda buk‘u pengakuan dari

- pemerintah " atas ‘kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan.

_ barangfjasa pemenntah yang diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlian pengadaan

E barang/jasa nasional dan untuk memenuhi persyaratan seseorang menjadi Pejabat |

- Pembuat Komitmen atau panma/pejabat pengadaan atau anggota Unit Layanan’

- Pengadaan (ULP) Barang/Jasa
~Pemilihan penyedla barangljasa adalah keglatan untuk menetapkan penyedla

barang/ asa yang akan dltunjuk untuk melaksanakan peker]aan di llngkungan: |

kPemenntah Kabupaten Bengkahs

»Dokumen pengadaan adalah dokumen yang drtetapkan oleh Unrt Layanan‘
- Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang

o harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan BaranglJasa

Surat Kabar NasnonaVProplnS| adalah surat kabar yang beroplah besar dan mem|||k|

- peredaran luas secara Nasional, yang tercantum dalam daftar surat kabar Nasnonal
- yang ditetapkan oleh Menten KomunlkaS| dan Informatlka/Gubemur

Pelelangan ‘Umum adalah metode pemmhan Penyedla Barang/Peker]aanx» -
- Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua peker]aan yang dapat dikuti oleh semua

Penyedla Barang/Pekerjaan Konstmks:/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat; .
Pelelangan Terbatas adalah metode pemlllhan Penyedla Peker]aan Konstruksi untuk |

~ Pekerjaan konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini:

 terbatas dan untuk peker]aan yang kompleks;

3
7 peker]aan yang bemulal pahng tlnggl Rp 5 000. 000 000 00 (lea mllyar ruplah)

~ Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan: Penyedla BarangIJasa Lalnnya

untuk peker]aan yang bemllal paling ’unggl Rp. 5.000. 000.000,00 (Lima mllyar ruplah) 7
Pemilihan Langsung adalah metode pemlllhan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk




: '32‘:‘SelekS| Umum adalah metode pemlhhan Penyedla Jasa KonsuItanS| untuk Peker]aan
~ . yangdapat dukutl oleh semua Penyedla Jasa Konsultan3| yang memenuhi syarat;

- 3. "'Selek31 Sederhana adalah metode pemilihan’ Penyedla Jasa Konsuttansi untuk Jasa: o "
S Konsuitan5| yang bemllal pallng tlnggl Rp. 200. OOO 000 OO (dua ratus juta ruplah)

34 Pengadaan secara elektronlk atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa o
- _yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologl |nforma51 dan transaksi elektronlk ‘
~sesuai dengan ketentuan perundang-undangan : ’

f' ‘MI:35.Z“§Layanan Pengadaan Secara Elektronlk yang selanjutnya dlsebut LPSE adalah Unxt

-~ Kerja Kementenan/Lembaga/Satuan Kerja' Perangkat Daerah/Instansi lainnya yang-
*dibentuk untuk menyelenggarakan S|stem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara"
elektronlk RN T e s ‘

o BAB Il

MAKSUD DAN TUJUAN
| f Pasal2 | I R
‘ f{"-(l\)i:Maksud dltetapkan Peraturan Bupa’u ini adalah sebaga| dasar Unit - Layanan' i

.~ Pengadaan (ULP) untuk ‘melaksanakan pengadaan Barang/Jasa Pemenntah
Kabupaten Bengkahs yang dlblayal oleh APBD '

) Tu1uan dltetapkannya Peraturan Bupatl ini adalah untuk menlngkatkan efisien, efektrf \
= transparan terbuka, bersalng, adllfndak diskriminatif dan akuntabel dalam pelaksanaan
: pengadaan Barang/Jasa d| hngkungan Pemenntah Kabupaten Bengkahs o

: BAB n:
RUANG LINGKUP

Pasal 3 .

= : (1) Ruang Llngkup pelaksanaan tugas ULP mel|put| penyelenggaraan pengadaan barang’ L
E fjasa pemenntah yang dllaksanakan oleh penyedla melalui proses pelelangan/seleKSI ;

(2) Pengadaan BarangIJasa dl Iuar ULP dapat dllaksanakan oleh Pejabat Pengadaan
sesual dengan Peraturan yang beﬂaku

SO BABIV“ : '
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

i ( ) Unit Layanan Pengadaan (ULP) BarangIJasa Pemenntah Kabupaten Bengkahst )
- -dibentuk oleh Bupatl yang dlplmpln oleh seorang Kepala; ‘

R (”) Kepala sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlangkat oleh Bupatl




A Menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah

(3) Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagal pelaksana Pengadaan Barang/.Jasa d| ‘.
- lingkungan Pemenntah Daerah yang merupakan Lembaga Non Struktural. :

(4) Perangkat ULP drtetapkap melaluylﬁeputusan B_Upat,'_;

| : ,' BABV P
FUNGSI TUGAS DAN WEWENANG
Baglan Kesatu
FUNGSI

Pasal 5 |

Unit Layanan Pengadaan (ULP) ‘mempunyai fungsu melaksanakan Pengadaan,
Barang/Jasa di Ilngkungan Pemenntah Kabupaten Bengkahs e o

‘ Baglan Kedua
' TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 6

,Untuk melaksanakan fun93| sebagalmana tersebut pada Pasal 5 Unlt Pelayanan

& Pengadaan (ULP) Barang/Jasa mempunyal tugas dan wewenang mehputl

m‘o‘.bp'

e~

Menetapkan dokumen pengadaan barang/jasa pemenntah

. 'Menetapkan besaran nominalj jaminan penawaran;

. Melakukan anahsa terhadap Dokumen Pengadaan ,, : -

' Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa d| websrte Pemenntah dan
rpapan pengumuman resmi untuk masyarakat sena menyampalkan ke LPSE untuk :
;dlumumkan dalam Portal Pengadaan NaSIonal ' |
' Menllal kualrﬁkaSI penyedla barang/ asa melalui prakuahf kasi atau pascakualrﬁkaSI

.- Melakukan evaluaS| admlnlstra5| teknls dan harga terhadap penawaran yang masuk

. Menjawab sanggahan dari penyedla barangfjasa ‘ e |
‘Menyerahkan sahnan dokumen pemlhhan penyedia barang/ asa kepada PA/KPA/ PPK S

. Menylmpan dokumen ash pemlhhan penyedla barang/ asa,

L —




R =N < _o;

Membuat laporan proses dan hasi pengadaan kepada Kepala Daerah dan membenkan/ |

| pertanggung Jawaban atas pelaksanaan keglatan pengadaan barangljasa kepada PA/
- KPA;

: Mengusulkan perubahan HPS dan spesrﬁkas peker]aan kepada PPK
. Melaksanakan pemblnaan sumber daya manUSIa bldang pengadaan barangljasa

pemenntah

Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan penngadaan

f barang/jasa pemenntah

EvaluaS| dan Pelaporan pelaksanaan pengadaan barangfjasa pemenntah

. Melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga
- Melaksanakan tugas lain yang dlbenkan Kepala Daerah.

Menetapkan penyedla barang/peker]aan konstruksv jasa Ialnnya yang bemla: ‘paling

}tlnggl Rp 100 000. 000. 000.- (seratus mllyar ruplah) yang proses pengadaannya melalui
' Pelelangan atau Penunjukan Langsung, ,

Menetapkan penyedla jasa konsuItanSI yang bemllal pallng tlngg: Rp 10 000 000.000-- -

o (sepuluh milyar ruplah) yang proses pengadaannya mela|u1 seleksn atau Penujukan :

Langsung, dan

, ', Mengusulkan penyedla barangl asa yang melakukan per‘ouatan dan tindakan sepern .

‘ penlpuan / pemalsuan dan pelanggaran lainnya kepada PAKPA untuk dlkenakan
' 4sanksn sesuai Peraturan PreS|den Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 118 ayat (1), (2) (3)

| (4) ), (6) dan (7 ).

. ! ABV SR
SUSUNAN 0RGAN|SAS| DAN TATA KERJA

. Baglan Kesatu "
e UnltLayanan Pengadaan
Pasal 9 ’

‘(1) Stmktur Orgamsasn Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa terdln dan

a. Kepala;

: b. Sekretans ;
¢ Sub Bagian; dan

oed Kelompok Ker]a : :
(2) Bagan Struktur Organisasi ULP adalah sebagalmana tercantum dalam Iamplran 1 dan

merupakan bagnan yang tldak terplsahkan dari Peraturan Bupati ini:




(3) Alur hubungan ker]a SKPD dengan Sekretanat ULP dan Kelompok Ker]a tercantumy'
dalam Iamplran II sebagal baglan yang tldak terplsahkan dalam Peraturan Bupatn lnl B

(1) Kepala ULP mempunyal fung3| mengkoordmasnkan dan menfasuhta3| pelaksanaan -

‘ Ba'gian Kedua'"f'f:f“y |
KepalaULP
lPasaI10

pengadaan barangljasa dlllngkungan Pemenntah Kabupaten Bengkalis;

(2) Kepala ULP dalam melaksanakan funQSI sebagalmana dimaksud ayat (1) dtatas :
E mempunyal tugas :

a.

- i

_Memlmpln dan mengkoordmasukan seluruh keglatan ULP I
. b. Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan melaporkan kepada Bupatl .
- c.
d

Menyusun program kena dan anggaran ULP

.'Mengawa51 seluruh keglatan pengadaan barang/ asa “di ULP dan melaporkanv‘, ~‘

¥ ‘fapablla ada penylmpangan dan/atau lndlkaSl penylmpangan '

: Membuat Iaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keglatan pengadaan‘ o
.‘:barang/ asa kepada Bupatl : ' ‘ : , ,

Melaksanakan pengembangan dan pemblnaan Sumber Daya Manu5|a ULP

. Menugaskan/menempaﬂ<an/memlndahkan anggota Kelompok Ker]a sesual‘ o
dengan beban ket]a masmg—masmg kelompok kejaULP ;

Mengusulkan pemberhentlan anggota kelompok ker]a yang drtugaskan di ULP

. kepada Bupati, apablla terbuktl melakukan pelanggaran peraturan perundang- =
. ~‘_undangan dan/atau KKN ’ . '

Dapat mengangkat dan memberhentnkan Pembantu Kelompok Kena ULP :

s berdasarkan usulan dari Ketua Kelompok Ker]a ULP

.Mengkoordmasnkan semua bentuk keglatan pengadaan barang/ asa yang

- diimpahkan kepada ULP dan masmg-masmg SKPD / unit ker]a

o

MengetahuVmenyetu;un pemenang penyedla barang/ asa yang dlsampalkan oleh
~Pokja untuk dlumumkan ' . : : :

_ Menyampalkan penetapan penyedla barang/ asa kepada unit ker]a terkart
. menjawab sanggahan dari penyedla barang/ asa IR o
.“’Menetapkan Iangkah Iangkah yang dlperlukan apablla menemukan adanya K ‘

penylmpangan dan/ atau |nd|kaS| penylmpangan

Melaksanakan tugas lain yang dlbenkan Bupat| sesual dengan tugas dan fungsmya

- (3) Kepala ULP sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dapat merangkap dan bertugas
' sebagal anggota PokJa ULP -*




4Bagian Keﬁga' é
| Sekretans ULP
: Pasal 11 ‘

”1) Sekretanat dnplmpln oleh’ seorang sekretans yang berada dlbawah dan
: bertanggungjawab kepada Kepala ULP; T

Al Sekretans mempunyal fungsi pelaksanaan kerumahtanggaan pengelolaan keuangan, A
' perlengkapan, sarana dan prasarana kehumasan kepegawalan dan administrasi

PR X

- persuratan; . ,
(3) Untuk melaksanakan funga sebaga|mana dlmaksud pada ayat (1) sekretariat ULP
menyelenggarakan tugas | 7 : : ‘

a. .penyusunan program kerja dan anggaran ULP - L »
,pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan persuratan periengkapan dan rumah L
“tangga; , ; Vel

C. ‘melaksanakan fungsi ketatausahaan '

d. ’menglnventansaSI paket—paket yang akan dllelang/dlseleKSI

e.. menyiapkan format dokumen pendukung dan |nforma51 yang dlbutuhkan g

S kelompok ker]a dalam pelaksanaan pengadaan barang/Jasa
f -membentuk dan mengkoordlnaSIKan pembaglan paket peker]aan kelompok ker]a
o pengadaan SRt . ,

'g.  menerima dan menkoordmas:kan sanggahan dan pengaduan yang dlsampalkan

s oleh penyedla barang/jasa dan masyarakat

h “V‘bmengkoordlnaakan pelaksanaan pemnhhan penyedla barang/ asa yang :

S dilaksanakan oleh kelompok ker]a , e , ,

i penyedlaan dan- pengelolaan S|stem lnformaS| yang dlgunakan dalam

o pelaksanaan pengadaan barangfjasa . .

N melakukan pemantauan dan evaluaSI terhadap pelaksanaan pengadaan .
o barangljasa di ULP j‘ : ‘ v ‘
k. melakukan survey harga pasar untuk bahan pertlmbangan bagl pokja da|am

. menoennatl HPS dan spesrﬁkaSI teknis; '_ . -

1. melakukan koordinasi dengan LPSE terkart pelaksanaan pengadaan barang/ asa
- secara elektronik (e procurement) ~
m. mengkoordlnaSIKan tenaga ahli dalam proses pengadaan barangl asa;

n mengkoordlmr pelaksanaan tugas sub baglan sesua| bldang tugas masing-- -
L masmg, o S :

o.. menyusun jadwal tugas kelompok ker]a dan

- membuat . laporan secara penodlk atas hasnl pelaksanaan pengadaan yang

dllaksanakan oleh ULP.

(4) Sekretaris ULP dapat merangkap dan bertugas sebaga| anggota Kelompok Ker]a ULP




Bag|an Keempat
Sub Bagian :
Pasal 12

(1) Sub baglan mempakan unsur staf ULP terdm dari beberapa orang pegawau yang f
i mempunyal tugas membantu tugas sekretaris uLP dan kelompok kerja ULP; &

‘(2) Sub bagian terdiri dan bldang teknis, pelaksana survey, tenaga ahli dan unsur lain yang "

dlbutuhkan dalam proses pengadaan barangljasa yang berasal dan PNS maupun noni i

- PNS;

(3) Sub baglan mempunyal memfasmtasn mengkonsuttasukan dan asustenszendampmgan
teksnls pengadaan barangljasa kepada kelompok kerja ULP; :

(4) Untuk melaksanakan fungsn sebagalmana dlmaskud pada ayat (3) sub baglan mempunyan : 5
tugas ' i , ‘ ,

a melaksanakan survey harga barangfjasa

b
G

.

-

Q)

o

Ty

(melaksanakan penyusunan harga satuan pekenaan

melaksanakan pendamplngan dalam proses penjelasan teknls peker]aan selaku‘ ‘} o
aanwijzer kepada pokja pengadaan ’ S

. ‘memberikan masukan dan . pertlmbangan tekms terhadap perubahan HPS dan, o
'perubahan spesrﬁkaSI teknls pekerjaan Lo

.'_ymembenkan masukan  saran, rekomondasn bldang hukum berkartan dengan
,penyusunan jawaban sanggahan S % -

‘ melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala ULP

Baglan Kellma o Sy
Kelompok Kerja

Pasal 13

Kelompok ker]a ULP dlplmpln ketua yang bertanggungjawab kepada kepala ULP
Kelompok ker]a terdln dari ketua sekretans dan anggota

, Anggota kelompok ker]a ber]umlah gasal beranggotakan pahng kurang 3 (tlga) orang,

Kelompok kerja ULP berasal dan Pegawal Negen S|p|| dlhngkungan Pemenntah‘

: Kabupaten Bengkalls

Pasal 14

Kelompok ker]a ULP mempunyal fung31 melaksanakan pemlllhan penyedla barangljasa

 untuk pengadaan barang, peker]aan konstrukst pengadaan jasa konsulta3| dan

peker]aan Jasa lalnnya




(2) Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) kelompok ker]a ULP :
menyelenggarakan tugas ;- i .

‘a.

b

penglnventansaS|an paket paket yang akan dllelang/ dlselek5|

menetapkan ‘sistem pengadaan metode pemlhhan metode = penyampaian

©_ dokumen, metode evaluasi, tahapan dan jadwal Ielangl selek3| serta pemxhhan jenis o

_kontrak; - ,
:mengusul perubahan HPS dan speSIﬁka51 teknls jlka dlpeﬂukan

wod. menetapkan besaran nomlnal jamlnan penawaran; -

e, mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/ asa secara terbuka melalui web -

. site pemerintah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan menyampaxkan
ke LPSE untuk dlumumkan dalam portal pengadaan nasional;

melakukan penllalan kuahﬁkaSI | pada penyedla barang/jasa melalui

. prakuahﬁkasﬂpasca kuallﬁkaS| | _
. evaluasi admlnlstraS| teknls dan harga terhadap penawaran yang masuk

melaksanakan pengadaan barangfjasa dengan memanfaatkan tekhnolog| informasi i
_ melalu1 layanan pengadaan secara elektronlk (e- procurement)

: penenmaan pendaﬂaran :
ok
L

penyelenggaraan aanwuzmg,

: penenmaan pemasukan penawaran

penyelenggaraan pembukaan penawaran

om. melakukan evaluasn terhadap penawaran yang masuk

o

menetapkan pemenang penyedla barangfjasa dan meyémpalkan kepada Kepala ‘

-ULP untuk dlketahqulsetUJw sebelum diumumkan; -

"’menyerahkan sahnan dokumen pemlhhan penyedla barangfjasa kepada PA/ KPA/
o menylmpan dokumen ash penyedla barangfjasa \ o
o q.’dalam hal diperiukan, dapat mengusulkan perubahan HPS dan spesrfksn teknis -

: peker]aan kepada PPK; A :
‘ gmembuat dan- menyampalkan Iaporan mengenal proses dan hasnl pengadaan
- kepada kepala ULP
- BAB VIl
PERSYARATAN
Pasal15

(1) Kepala ULP Wajlb memenuh| persyaratan

a. Mem|I|k| status sebagan Pegawau Negen S|p|I

b. Mem|I|k| pendldlkan mlmmal sarjana 81

~C. Mem|l|k| kuahﬂkasu teknls dan manajena|




. Memlhkl kemampuan untuk mengambll keputusan

. Memiliki - mtegntas moral, : dISIplln dan tanggung Jawab , dalam‘

‘melaksanakan tugas; ,
Mem|I|k| pengalaman sebagal panltla/pejabat pengadaan barangljasa

. Memahami seluruh jenls pekerjaan yang menjadl tugas kelompok kerja

pengadaan;

. Tidak mempunya| hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat,
_ dan atau menetapkanya sebagai Kepala ULP; dan

Memenuhi syarat . lain yang dltentukan dalam aturan kepegawalan untuk

o jabatan yang setara

(2) Sekretans ULP Wajlb memenuhl persyaratan

;a.

® o.fnfc-

,Memlhkl status sebagai Pegawal Negen Slpll

. Memlllkl pendldskan minimal sarjana S1;-
. Mem|I|k| kuahﬂkasn teknls dan manejenal
. Memiliki kemampuan untuk mengambxl keputusan

. Memiliki lntegrltas moral_ dlSIplln dan ‘ tanggung jaWab dalam

melaksanakan tugas dan

Memenuhi syarat lain yang dltentukan dalam aturan kepegawalan untuk

]abatan yang setara

(3) Sub Baglan ULP Wajlb memenuhl persyaratan

. a.

a.
b.
“C.

= melaksanakan tugas
- d.
.~e.

@

Memiliki status sebagal Pegawal Negeri Slpll maupun non PNS;
Memiliki pendidikan minimal S‘LTA,

Memiliki  integritas moral_,,é dis‘iplin ‘dan tanggung jawab “dalam

Memiliki mtegntas moral dan d|S|p||n yang tlnggl

-Memahaml dan bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsmya

Kelompok Kerja ULP Wajlb memenuhl persyaratan

b
C.
d

Memiliki status sebagal Pegawal Negeri Slpll

. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa \

Memlllkl pendldlkan mlnlmal SLTA

. Memiliki lntegntas moral dlSllen dan tanggungjawab dalam melaksanakan

- tugas;

®

.'Memahaml pekerjaaan yang akan dladakan

Memahami jems pekerjaan tertentu yang menjadl tugas kelompok kerja

“ nULP
. Memahami isi dokumen metode dan prosedur pengadaan

. Tidak mempunyal “hubungan keluarga dengan pejabat' yang
‘menetapkannya sebagai anggota kelompok kerja ULP;




© (5)Kepala ULP dan Kelom

memperoleh Jenjang Aarlr d
”f"'}ketentuan peratu‘ran perundang undangan yang berlaku

.

& f‘:-;ifurusan pendayagunaan ‘aparatur negara

o ,:,'Baglan dan Unsur. Kelompok Kerja;

() Kopala ULP, Seketar

s . Daerah; -
e _:_{Kepala ULP

pok Kerja ULP dilarang duduk sebagai: ~

Bendahara da‘n
i. APIP, kecuallx

e Peabat Pongadan Baranglssa yang dbutubken

Sub‘ Baglan dlangkat,,dan dlberhentlkan oleh Kepala}

Ketua Kelompok KerJaULP dlan' }at dan dlberhentlkan oleh Bupatl atas usulan‘f»‘ﬂfjﬂf

. BABVNI
KARIER DAN TUNJANGAN PROFESI

PNS yang. dltempatkan; dan:; dltugaskan dalam susunan orgamsasu ULP
fhak kepegawalan negerl SIpI| sesual denganﬂ“‘**

iPegawal Negen ,Slpll,U‘LP yang\ dltunjuk sebagal‘:pejabat atau pelaksana berhakﬂ; '
s f‘ \'_menerlma tunjangan profesn yang besarnya sesual kemampuan Pemenntahv =
E :‘Kabupaten Bengkahs dengan memperhatlkan beban kerja e

: Tunjangan profesl.'sebagalmana ‘dlmaksud padaayat (2) dltetapkan berdasarkany»é
hasﬂ kajlan lnstan3| yang berwenang dalam pengelolaan keuangan dan dalam‘g;';;

ATA KERJAVDAN HUBUNGAN KERJA; =

Dalam melaksanakan tugasn ) Kepala ULP dlbantu‘ oleh Sekretans unsur Sub




@)

@
@

Setlap unsur Sub Baglan terdm dan beberapa orang pegawal dlplmpln oleh

seorang pegawal senior; .

Setlap unsur Kelompok Kena terdln dan Ketua Sekretans dan Anggota;

'Setlap unsur plmplnan di ||ngkungan ULP dalam menjalankan tugas dan .

fungsinya Wajlb memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip
organisasi dan manajemen, koordmasn integrasi, sinkronisasi, smphkasu :

kerjasama effi S|enS| efektlfltas transparansn dan akuntabllltas publlk

_‘(5) v
:_ kerjanya, bertanggung jawab memlmpln dan mengkoordmasukan bawahan dan
- membenkan pengarahan serta petunjuk bag| pelaksanaan tugas

6)

Setlap unsur plmpman melaksanakan sistem’ pengendahan lntern dilingkungan

Setlap f unsur - plmplnan bertanggungjawab melakukan pembinaan,‘

‘pendayagunaan dan pengawasan terhadap bawahannya kéuangan
' perlengkapan organlsaSI d| Imgkungan kerjanya masmg masing serta senantiasa
vmenjamm kelancaran, keberhasﬂan dan tertib penyelenggraan wewenang, tugas
’_kewajlban dan tanggung jawab yang dlbenkan kepadanya dalam rangka
B -mewu1udkan Pengadaan Barangljasa yang tenntegrasﬂterpadu efektlf dany '
~ efisien, menjamln persamaan kesempatan akses ‘dan hak bagi penyedia
barang/jasa ‘agar “tercipta” persalngan ‘usaha yang sehat dan, menjamin - -
' pengelolaan pengadaan barangljasa dltanganl oleh SDM yang profesmnal serta
-~ membantu termptanya tata kelola pemenntahan yang baik;

%)

'Setlap un|t kerja Wajlb menaatl peraturan perundang undangan yang berlaku

'v secara hll'al'kl prosedur serta tata kerja yang dltetapkan

(1)

@)

: Perangkat Daerah Kabupaten

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas ULP Wajlb taat dan berpedoman pada Peraturan -

PreSIden Rl Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan

Presnden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerlntah

ULP Wajlb berkoordlnaSI dan menjalm hubungan kerja dengan Satuan Kerja'




(3) ULP Wa]lb berkoordlnaS| dan menjalln hubungan kerja dengan LKPP W
4) Hubungan kerja ULP dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD )

a. Menyampalkan Iaporan penodlk atau ‘sesuai dengan kebutuhan dalam,”-‘

»rangka penyelesalan persoalan yang d|hadap| dalam proses pengadaan
barang/jasa e : . , :

.'1Mengadakan konsulta3| secara perlodlk atau sesuai dengan kebutuhan'
- dalam rangka penyelesalan persoalan yang dlhadapl dalam proses

-pengadaan barang/jasa;

‘Melakukan - 'koordinasi kepada satuan kerJa perangkat daerah dalam -
ipenyusunan perencanaan yang dlberlkan Bupatl

Hubungan kerja ULP dengan LKPP

a

_C

©®)

‘ rad

Mengadakan konsulta3| sesual kebutuhan dalam rangka penyelesa|an“_:‘*~

' persoalan yang dlhadapl dalam proses pengadaan barang/jasa '

Melaksanakan pedoman dan petunjuk LKPP dalam hal pengadaan";
barang/jasa dan : : &, :

Membenkan masukan kepada LKPP untuk perumusan strategl dan kebuakan‘h '
pengadaan barang /jasa ; ‘ .

" ’Hubungan kerja ULP dengan LPSE S B . ,
- ULP. dapat melaksanakan pelelangan secara elektromk melalw LPSE, dlmana

'Layanan Pengadaan ‘Secara’ Elektronlk merupakan Unit Layanan yangif

" memfasilitasi ULP dalam menyelenggarakan pengadaan barangljasa secara,"'

elektronik ( SPSE )

.7Layanan yang dlberlkan LPSE d|utamakan terhadap ULP terdekat dalam

teritofial namun - tidak tertutup kemungkinan: ‘yang letaknya berjauhan’

- berdasarkan pertlmbangan efektifitas - ~dan ~ kemudahan pelaksanaan

pengadaan secara elektromk bagl plhak~p|hak yang terhbat

: 'Layanan yang dlbenkan LPSE :

.1.'Memfasmta31 PA/KPA dengan membenkan dukungan teknls dalam hal
: .pengumuman rencana umum pengadaan pada Portal Pengadaan Nasnonal e

2. Memfasuhtasn ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan'

- _barangljasa pemerlntah

| 3.,Memfa5|llta5| ULPIPeJabat Pengadaan Melaksanakan Pemlllhan penyedlar :

barang/jasa secara elektronlk ‘ : v ,
4.MemfaS|I|ta5| ULP dalam pelatlhan dan dukungan tekms pengopraSIan

»vaphkaS| SPSE




5 Melaksanakan koordmasn dan konsultaS| dalam rangka penyelesalan '
S jpermasalahan teknls proses pengadaan barang/jasa secara elektronik ;.

6 Membenkan user |D dan Pasword sebagan sarana logln bagn ULP untuk B
" memulai pengadaan secara elektronlk : , v

;Menyedlakan o Iaporan hasil pengolahan 'data SPSE
- (e+epofting) terkalt proses pengadaan barangljasa secara elektronik jika
dlperlukan : % ~

‘;-f8. Memberikan - akses bag| pemenksa terhadap proses paket -paketr ,
“ pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP setelah mendapat uln dari PA/KPA
i dengan menunjukkan surat tugas;

9. Menonaktlfkan User ID dan Password bagl ULP yang sudah tldak berhak
- menggunakan atau apabila dltemukan pelanggaraan terhadap persyaratan
. -dan ketentuan penggunaan SPSE, dan permintaan dan PA/ KPA/ PPK dan
o ULP/ Pejabat Pengadaan Berkaltan dengan Blackhst

. 10. ~LPSE menjadl saksi dalam’ hal dokumen penawaran tidak dapat dlbuka oleh
- ;ULP / Pejabat Pengadaan ; .

Lo ”1_1.'1LPSE dapat melayanl kebutuhan ULP bagl BUMN / BUMD / Organlsasi |
, 1»Non Pemenntah melaksanakan pengadaan barangljasa secara elektronik.”

Pasal 20

(1) Pegawa| LPSE dllarang merangkap menjadl PPI (UIP/Pejabat Pengadaan)

(2) Unlt kerja yang melaksanakan fungsmya LPSE harus terplsahkan dengan :
unit kerja yang melaksanakan fungsn ULP untuk menghindari pertentangan_f |
‘]jkepenUngan | ' o

(3) VLPSE tldak melaksanakan dan tidak - bertanggungjawab terhadap yang
. dllaksanakan oleh ULP. berkaltan dengan : Pembuatan paket pengadaan
lfbarang/jasa pemerlntah penentuan metode dan persyaratan pengadaan .
~ penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya isi dokumen pengadaan ,

| beserta “addendumnya, - isi pengumuman isi data kualifikasi darl peyedla“'
. barangljasa berlta acara pemberlan penjelasan isi dokumen penawaran, ' -
"‘hasn evaluasi, berita acara hasn pelelangan/ seleksn/ pemilihan langsung,
penetapan pemenang dan pengumuman serta ISI sanggahan dan jawaban |




o . BABX
. PROSEDUR PENGGUNAAN JASA ULP
‘ . Pasal 21

(1) Set|ap satuan ker]a perangkat daerah dapat menggunakan jasa ULP untuk

©

'melaksanakan pengadaan barang/jasa pemenntah

_Prosedur penggunaan jasa ULP sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
dnaksanakan S : : .

a.

:PA/KPA/PPK menyampalkan dokumen paket pekerjaan yang “akan | .
d||elang beserta dokumen menggunakan Hard Copy dan Soft Copy e

kepada ULP dengan dlsertal benta Acara Serah terlma Dokumen |

. Apablla dokumen yang dlsampalkan oleh PA/KPA/PPK dlanggap oleh ULP

belum Iengkap, maka PA/KPA/PPK segera melengkapl kekurangan~

vdokumen dimaksud paling |ambat 3 (tlga) hari kerja

. Apablla kelengkapan dokumen yang dlserahkan telah Iengkap dltuangkan e

dalam Berlta Acara Serah Terlma Dokumen Il

. Dokumen yang dlsampalkan sebagalmana huruf a dlatas terdiri dan

R B ,SpesnflkaS| teknls barangljasa

2. Harga perklraan sendiri ( HPS )

‘ '3."Rancangan Kontrak terdm dan

.:r'co

Surat Perjanjlan

Syarat Umum Kontrak

' Syarat Khusus Kontrak »

Dokumen Ialnnya yang merupakan bagian kontrak.

.‘S_ete!ah dlanggap lengkap, maka Sekretariat  ULP menyampaikan
‘dokumen kepada Kelompok kerja untuk diproses sesuai ketentuan. B

vaeIompok kerja mengumumkan paket pelelangan
.‘_Kelompok kerja memproses pele|angan paket pekerjaan 7
. Kelompok kerja menetapkan pemenang penyedua barang/jasa;

S ‘Kepala ULP mengumumkan pemenang penyedla barangljasa '




BAB Xl ’
PEMBIAYAAN

”Pasaifl 22‘ .

| Segala blaya dan honoranum yang dlkeluarkan oleh organlsaSI unlt |
’Iayanan pengadaan barang/jasa di dalam melaksanakan tugasnya dl» '
, bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

o BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
e Pasal 23 ‘

Hal-hal yang belum diatur 'délam ‘peratufan Bupati ini, sepanjang |
| mengenah teknls pelaksanaannya diatur Ieblh Ianjut dengan keputusan o
' 'Bupatl g ' ‘ e

o Pasal 24
. Peraturan Bupatn ml mula| berlaku sejaktanggal dlundangkan |
"Agar : setlap orang dapat mengetahumya . memenntahkan'

. pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
' Benta Daerah Kabupaten bengkahs PR, = ‘

o Ditetapkan di Bengkalis
- pada tangga' 2 Januarl 4013

T, . HERTIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis |

- padatanggal 2 Jamuari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,
~ Drs. H. ASMARAN HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

| TAHUN2013NOMOR 5




